
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI LA1\1PUNG 

PERATUR.\N BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

SALINAN 

PE;RUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSE\VU NOMOR 4 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Menlmballg 

· Mengingat 

DENGAN RAHMAiTUHAN YA.'lG MAHA ESA 

BUPATI PRI.NGS.1£W U, 

a. bahwa. dcnga.n ada.nya pernbahan rcgulasi pcncrima 
e-1~ n MSRran insentif pemungutan pejak daerah dan 
retribusi daerah dipandang perlu melakukan 
perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 
rentang Pemberian dan Pemanfaatan Inser1tif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Da.erah; 

b. bahwH. benla&trkan p,ertimbai.1.ga.n seba.gaimana 
dimaksud dalam. huruf a, perlu menetapkan Peratura.n 
Bupati tentang Perubahan atas Pemturan Bupa.ti 
Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian 
dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Rc:tribu si Da.erah; 

1. Undang-Undang Nomor 48 Ta.bun 2008 ten.tang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Pruvin~i 
Lampung (Lembaran Negara. Republik lndoneti:ia Tahun 
2008 Nomor 185~ Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130~ 
Tambahan Lem.ha.ran Negara Rcpubli.k 1ndonesia 
Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
]ndonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Apruatu1· Sipil Negara (Lembara.n Negara Rcpu blik 
Indonesia. T.ahun ?.O i 4 Nnmor ~, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~); 



S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
~n1banu1 Negwa Republik lndune~ Nu1nur 5587) 
sebagajmana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomoc 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

b. L.ndang-Undang Nomor ;jU Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pcmcrintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan l..embaran Negara Republik Indonesia 
l'iomor 4578); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cam Pemherian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Derah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Numur 119, Tlil11baluu1 Len1blil·ai1 Negara Republik 
Indoneaia Nomor 5161); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan .Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 
2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 
Tahnn 2011 tentang Pajak 0l'JP.rah (I...P.fflharan DAerah 
Kabupaten Pringsev;u Tahun 2011 Nomor 03) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 
Nomor 14); 

12. Peraturan Dacrah Kabupatcn Pringsewu Nomor 0'1 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2011 Nomor 04}; 



2. Unsur lnspektorat Kabupaten; 
3. Unsur Bagian Bina d.an l<'asilitasi Produk 

Ilukum Sekretariat Daerah Kabupatcn; dan 
4 . Unsur Sa.tuan Polisi Pamong Praja; 

b. Sektor Retribusi: 
1. Asisten yang mcmbidangi; 
2. Unsur Inspektorat Kabupa.ten; 
3. Unsur Badan Pendapatan Daerah; 
4. Unsur Bagian Bina dan Fasilitasi Prociuk 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten; dan 
5. Unsur Sablan Polisi ?among Praja. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Pringsewu. 

orang n,engetahu inyl'I , mf'!mP.nnh1 h kan 
Peraturan Bupati m1 dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal. 23 J a:-.uJ.:ri 20 rn 

Ditet.apkan di Pringsewu 
pada. tAnggal , 22 J&..-..uari 2010 

BUPATI PRINGSEV.'U, 

dto 

SUJADI 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDJMAN PM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 11 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S .H 

JDIH Kabupate11 Priugsewu : http:/ /jdih.priugsewukab.go.id/ 
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